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Abstract
The long conflict on the regional border causes loss to a cluntry, especially in terms of economic, and

threatens the defense and security of the cluntry, The purpose of this study is to analyze and formulate

the legal step that can be taken t0 resolve the regtonal border confllct resulting from the regtonal

expansion and to formulate a model for the community participatiln in resolving the border crtnflict in

their regiln, The method used in this research is legal normative by analyzing and studying the

regulations of law related to the reglonal expanslon and by studying and analyzing the legal materids

used by each party conflicting to claim the border in dispute. The result of the research concludes that:

First, the legal strategies that can be taken to resolve the border conflict can refer to the Law No. 12 of
2008 on Regional Government and the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 76 of 2012 on the

Guidelines on the Regional Border Conftmalion and the last measure that can be taken is the settlement

thrlugh the Clnstitutional Court, Second, the acilve involvement of the community in the region in

dispute must be encouraged in each prlcess of the reglonal expansion propasitlon,

Kej, u'orrls : Conmuni7 parliupalion, /e,4,t/ slralegt, re.qtona/ honter

Abstrak
Konflik batas oaerah yang sering teryadi berlarut-larut menimbulkan banyak kerugian bagi negara

terutama darisegiekonomi dan mengancam pertahanan dan keamanan negara. Tujuan dari penelitian

ini adalalr menganaiisis dan merumuskan langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan

konflik batas wilayah akibat dari pemekaran daerah dan merumuskan model partisipasi masyarakat

dalam menylesaikan sengketa batas wilayah yang terjadi di daerahnya. Metode yang digunakan dalam

peneliiian ini adalah metode hukum normatif, dengan menganalisis dan mengkaji semua peraturan

peiurrdang-undangan yang be,'kaitan dengan pemekaran daerah, mengkaji dan menganalisis bahan

hukum yang digunakan masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengklaim daerah perbatasan

yang dipersengketakan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama. strategi hukum yang dapat

ditempuh untuk menyelesaikan sengketa batas wiiayah dapat berpedoman kepada Undang-Undang

No. 12 Tahun 20C8 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri N0.76 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penegasan Batas daerah dan sarana terakhir yang dapat ditempuh adalah penyetesaian

melalui I'lahkamah Konstitusi. Kedua, pelibatan masyarakat di daerdh yang dipersengketakan secara

aktif dalam setiap proses usulan pemekaran daerah.

I(ata kunci: Partisipasi masyarakat, strategi hukum, batas daerah
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Pendahuluan

Tujuan utama adanya pemekaran daerah adalah untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang ada ,li daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan

Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Fembentukan clan Kriteria
Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang mengatakan bahwa

pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.l Hal inipun secara tegas diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007,2 Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah

bah-wa pernekaran akan mengembar-rgkan demokrasi lokal melalui pembagian
kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.3 Uraian tersebut mencerminkan bahnra

alasan utama yang menuntut daerah untuk dimekarkan secat'a umum berkaitan
dengan alasan ekonomi dan pemerataan pembangunan, yang tujuannya tentu saja

bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Sementara Worlcl Banka mengatak an " a primary objectiae of decentralizntiort is to

nmintain natianal stability in tlrc face of pressuresfor localization.IMen a country finds itself
deepty diuided especially nlong geographic and ethnic lines, clecentralisation pronides an

instittttiortal mechnnismforbringing opposition groups into aformal, ntleboundbargaining

pracess". Tujuan utama otonomi daerah ialah untuk mempertahankan stabilitas
nasional saat berhadapan dengan tekanan kedaerahan. Ketika sebuah negara sangat

terpecai-r-belah, terutama atas dasar letak gcografis dan etnis, otonomi daerah akan

bisa mcnjac-li sebuah rnekanisme institusional bagi kelompok-kelompok yang
bertentangan untuk terlibat dalam proses tawar-menawar yang bersifat formal dan

sesuai aturan.

Masih berkaitan dengan hal itu, Rondinelli dan Cheemas berpendapat, bahwa
" de centralisntion can i,LreGSe political stnLiiity antl national uni$ by giaing groups in dffirertt
sectiorts of the courttry tlrc nbility to pnrticipntuttore directly in deaelopment decision making,

1 Pasal 2 Peraturan Pcmerintah Nomor 1 29 Tahun 20r-)0 tentang Persl'araran Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

2 Penielasan PP No. 729 Tahun 2000 yang terakhir diperbaharui dengan PP No. 78 Tahun 2007, teotang
Persl'2121^tt Pembentukan, dan I(riteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, lahir dari semangat
otonomi dlerah.

I "Pcrmasalahan Pemekaran Daerah cli Indonesia" , ]ltrlia lntloneia,22Maret2005.
a Bank dunia, entering the 21 st centlrry, decentralization; rethinking golrernment, the rvodd clevelopment

reporr 1999/2000, Oxford Unii'ersiry Press, New \brk, 1999, P. 107-108.
s Rondinelli and cheema, de centralization in developing countries; a revicw of recent experience, world bank

u'orking paper, No. 581 , \X/ashington DC, 19S3, P. 1 6
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thereby increasing thsir 'stake" in nnintaining the politicnl system" . Otonomi daerah bisa

meningkatkari stabilitas politik dan persatuan nasional dengan memberikan

kelompok-kelompok di daerah yang berbeda kemampuan untuk berpartisipasi

secara lebih langsung dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga dengan

demikian "posisi" mereka dalam menjaga sistem politik bisa meningkat.

Praktik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi

baru hasil pemekaran adalah, pemerintah daerah otonomi baru lebih fokus pada

penataan pemerintahan dan struktur pemerintahan sehingga mengabaikan

kesejahteraan rakyat di daerahnya. Berkaitan dengan hal ini Max Pohan mengatakan

sekitar B0% dari daerah otonomi baru mempunyai kinerja yang buruk dan tidak

rnampu menghimpun pendapatan asli daerah, karena sibuk nrembentuk

pemerintahan dan belanja peralatan, tetapi mengabaikan peningkatan pelayanan

kepada rl-raslarakat. Berdasarkan penjelasan mengenai hasil evaluasi pemerintah

pusat, dari 31 daerah yang dievaluasi, ada14 daerah otonomi baru atau 45,16% dati

total sampel yang kinerjanya tidak baik. Sekitar 80% daerah otonomi baru

bergantung pada pendanaan transfer dari pemerintah Pusat. Dana itupun sebagian

besar untuk membayar gaji pegawai dan melengkapi perlengkaPan pemerintahan,

bukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara, peningkatan

lavanan kepad.a masyarakat yang menjadi sasaran final otonomi daerah justru tidak

terpenuhi.6

Daerah pemekarar-i juga menjacli bcban bagi pemerintah dan pemerintah daerah

yang rnenjadi daerah incluknya, karena daerah induk mempunyai kelvajiban untuk

membaniu danrnemfasilitasi daerah otonornibaru dalampelaksanaanpemerintahan

seiama paling sedikit tiga tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Alfitri berpendapat

bahrva pemekaran wilayah hanya menambah beban keuangan dan menambah

masaiah baru dan membebani negara karena negara membiayai eksekutif dan

legislatif di daerah pemekaran, persentase anggaran untu.k pemekaran wilayah

sebagian besar terserap untuk biaya administrasi pemerintahan, sebaliknya,

pengalokasian untuk rakyat sangat kecil.T

(,Max pohan, Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,http://

regional.komp or..o /rru,l/2010107 /1,4/16124489 /SBY.Pemekaran.Solusi, diakses tanggal 05 Februari 2011.
- , nnp./ /beliti.u,,ordpr:e ss.com/2A10 /03 f 24/rencana-pemekaran-wilayah-kembali-menguat,/ Rencana Pemekaran

\\'ilayah IiembaLi lvlenguat, diakses tanggal 1 8 Februari 201 i '
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Selain itu, pemek.aran juga melahirkan konflik batas wilayah antar Kabupaten/

kota dan antar provinsi. Sidik Pramono menyatakan,s bahwa pada tahun 2005

terdapat 148 daerah otonom baru (7 provinsi, 114 Kabupaten, dan 27 kota) yang

terbentuk sejak 1999-2004, Departemen Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap

2 provinsi, 40 Kabupaten, dan 15 kota. Hasilnya 79% daenh baru belum punya

batas wilayah yang jelas. Syarnsuddin Haris mengatakan akibat dari pemekaran

wilayah ini menimbulkan konflik horizontal mulai dari persoalan pengelolaan

sumber daya alam sampai pada persoalan batas wilayah baik antar Kabupaten/

Kota maupun antar provinsi.e

Sehubungan dengan hal ini, Kartikol0 mengatakan sengketa batas daerah

disebabkan karena beberapa aspek: 1) aspek yuridis, tidak jelasnya batas daerah

dalam lampiran undang-und.ang dan peta lampiran undang-unclang yang tidak

nremenuhi syarat sebagai peta;2) aspek ekonomi, karena perebutan sumber daya

ekonomi, aspek kultural (isu terpisahnya etnis atau subetnis); 3) aspek politik, 
,

berkaitan dengan perolehan suara bagi anggota DPRD atau jumlah pemilih; 4) aspek

sosial seperti munculnya kecemburuan sosial, isu pend.uduk asli dan pendatang;

5) aspek pemerintahan, yakni adanya dupiikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke

pusat pemerintahan, atau isu ingin bergabung ke daerah tetangga. Lebih ianjut

ciikatakan bahlva )iang menrlasari daerah-daerah memperebutkan satu kart'asan

diperbatasan, karena batas daerah berkorelasi dengan luas rvilayah khususnya dalam

penentuan dana alokasi ulrlum, serta perebutan sutnber daya alam dan sumber

daya manusia yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Daerah yang mengalami sengketa perbatasan di Sumatera Selatan ada tujuh

Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Muara Enirn, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan

Komering Ulu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten

Banyuasin, dan Kabupaten Ogar' Ilil. Sengketa perbatasan yang terjadi antara,

Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin dipicu oleh perebutan

kepemilikan ladang migas di kawasan Suban 4. Forum Rakyat Muba (FRM) pada

28 September 2010 menggelar aksi 1"000 tanda tangan untuk menggugat Permendagri

8 Sidik Pramono dan Susie Berindra, "Pemekaran TakJadi Lagi "Obat" Mujarab", Konpas,30 Agustus 2006,

hlm. 5.
e Syamsuddin Haris,Deyntralitasi dan Otanoni Daerah,LIPI Pres,Jakarta,2006, hlm. 1$5.
r'' 

h ttp:/ /beritasore.com /2007 / 12 /10 /depdagri- i I -provinsi-yang-men),elEsaikan-batas-daerah /Depdagril 1 1

Provinsi Yang Menyelesaikan Batas Daerah Posted b1' Redaksi on Desember 10, 2007, dalam acaraLokakatya Penataan

Batas-batas Daerah dan Pengembangan Daerah Perbatasan Ne gara di Anyer Sabtu (8 / 12) sampai l{inggu (9 / 12) tahun

2007.Diakses tanggal 18-02-2011 Pk. 1 3.57.
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Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten |'{usi Rawas sebagai Daerah

Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, yang clinilai menjadi pemicu sengketa

kepemilikan ladang migas di kawasan Suban 4'11 Selain Suban 4' sengketa antara

Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin ini terjadi juga karena

perebutan Suban 5 serta Durian Maboek.12 Persoalan tapal batas ini sudah pernah

dibahas, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya'13 Kondisi ini menuntut

agar segera ditetapkan batas wilayah khususnya wilayah darat antar daerah guna

mencegah atau menanggulangi konflik dalam rangka keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.r{

penentuan perbatasan claerah dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis,

politik, hukum, dan budaya, sehingga keterangan penduduk asli yang tinggal di

daerah perbatasan yang dipersengketakan akan sangat membantu' Selama ini dalam

menyelesaikan sengketa batas wilavah, pemerintah daerah jarang sekali melibatkan

masyarakat yang berada di daerah yang dipersengketakan untuk membantu

menyelesaikan persoalan yang timbul, sehingga persoalan tapal batas menjadi

beriarut-larut dan memakan banyak waktu dan biaya'

Ketidaktegasan batas daerah memiliki implikasi luas termasuk sengketa yuridis

dan sosiologis antardaerah. Ha1 ini rnenunjukkan bahrva konflik batas wilayah sangat

relevan untuk menjadi bahan kajian bersama terkait dengan pelaksanaan otonomi

daerah, karena kcnflik batas rvilayah yang banyak terjadi di daerah sangat rentan

dan mengancam pertahanan clan keamanan internal bangsa ya11g sangat berpotensi

menirnbulkan perpecahan dan merongrong keutuhan bangsa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, malia permasalahan d,alam penelitian hukum ini

dirurnuskan, sebagai berikut'. pertamn, bagaimanakah strategi hukum yang tepat

untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah di sumatera selatan? Kedua,

]Iinia Kembaiikan Suban

Id Sri.r.iiaya porJ- lti.,gg,-,,: Oktober 2010 21:48 \X,{B diakses tanggal 18-02-2011 Pk 13'45

r2 htp:l/nusantara.rakyatmerdeka.co.id/ne*s.php?icl=125335atgas PNIH Dimin-:a ke lfusi Rat'as Senin, d'iakses

tanggal 1 8 Fcbruari 201 1.
r3http:/ /pale mbang.tribu.,r.,.*...o,r-, .,r /index.php / /view/54300 /muaraenin: n-in:a keielasan taPal batas'

M,,uru"ni*'l,fi.tn K.f.-oJ"., Tapal Batas. .;iulay Porr, i Desember 2010 Disampa:kar oleh \\rabup Muara Enim

Nurul Aman diakses, tanggal 18 Februari 20i 1'
ra Said Saiie, prr,Jlorr, LY/i/<:ta/t rebagai Baab De,ryokrasi di Indonesia, Re stu -\s-r::l' l 'ikr:r:, 2009,hlm' 47 '
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bagaimanakah model penerapan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan
sengketa batas wilayah yang terjadi di daerahnya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, pertnnta, mengkaji dan merumuskan langkah-
langkah hukum yang dapat diternpuh untuk rnenyelesaikan sengketa batas wilayah
akibat dari pemekaran daerah di Sunatera Selatan, Kedua,mengkaji dan merumuskan
model penerapan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa batas
n'ilayah yang terjacli di daerahnya.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan untuk
mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi,
menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur
tentang penyelesaian sengketa batas wilayah yang terjadi di era otonomi daerah.
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalall UU No. 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dan Peraturan lv{enteri
Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Bahan
hukum sekunder )'ang digunakan berupa literatur, hasil penelitian terdahulu dan
jurnal ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-unclangan. Ir{etode analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah
adalal-r yuridis kualitatif.

Ftrasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi Hukum Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah

Reformasi sistem pemerintahan dearah merupakan wujud kebijaksanaan
otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pada hakekatnya merupakan salah satu komitmen nasional
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan aspirasi
gerakan reformasi total di segala bidang, komitmen reformasi itu terwujud melalui
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perombakan yang sangat menclasar, sistematik dan holistik menempatkan Caerah

otonom kabupaten clan kota sebagai pemegang kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggungjawab dalam berbagai bidang pemelintahan berdasarkan asas

desentralisasi.l5

Keberadaan desentralisasi tidak lain adalah untuk mendekatkan masyarakat

sedemikian rupa sehingga antara masyarakat clan pemerintah dapat tercipta

interaksi yang dinamis, baik pada ploses pengambilan keputusan maupun dalam

implementasi kebijakan. Dengan mencluclukkan desentralisasi seperti ini maka

cliharapkan akan terwujud desentralisasi untuk demokrasi.i6 Pelaksanaan

clesentralisasi di Indonesia diikuti cl-engan kebijakan pemekaran atau pembentukan

daerah otonom baru sebagai jawaban keinginan masayrakat yang nlenghendaki

adanya reforrnasi di segala bidang pemerintahan termasuk juga dalam hal

pemerintahan di daerah.

Dalam konteks pemekaran daerah yang lebih dikenal dengan pembentukan

daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu

memanfaatkan peluang yang lebih besar daiam mengurus dirinya seudiri, terutama

berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya

a1am, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat

setempat yang lebih baik.17 Berkaitan dengan hal itu H.A.W. trVidjava mengatakan

pembeptukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meni.ngkatkan pelayanan

publik guna mempercepat terrn'ujudnya kesejahteraan masyarakat di samping

sebagai sarana pendidikan politik lokal.18

Rozali Abdullah berpendapat tujuan pembentukan suatu daerah pada dasarnya

adalah untuk memberd ayakan d aerair, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagi daerah yang tidak manpu rnervujuclkan.kedua hal tersebut, berarti daerah

yang bersangkutan tidak mampu menl'elenggarakan l-rak otonominya. Daerah yang

tidak mampu menyelenggarakan hak otonominy'a dapat dihapus dan digabungkan

dengan daerah lain. Penghapusan dan penggabungan ini dilakukan setelah melalui

evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi dalam hal ini

adalah penilaian dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja, serta indikator-

it Desi Fernanda,"perkembangan Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori dan Pral;tek", Jurnal Desentralisati'

Volume 3 Nomor 2, LembagaAdministrasi Negara Pusat I(ajian Idneria Otonomi Daerah,Jaka'rta,2003'hlm' 6'

rr,syarif Hiday at,Refl"eksi kealita Otononi baerah ianTantangan ke Depan,Pustaka Quantum,Jakarta,2000, hlm' 7'

r? 
J. I{aloh, l\tlencai Bentuk Otononi Daeralt. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2C07, hlm l 94

In H.A.W: \y'id jala,Penlelenggaraan Otanonti Di Intloneia,PT. Raja Grafindo Pe rsada',Jakarta, 2005, hlm 134-135'
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indikatorrlya, yang meliputi masukan, proses, keluaran dan dampak. pengukuran
dan indikator kinerja cligunakan untuk membandingkan antara daerah dengan
daerah lainnya dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-masing tingkat
pemerintahan, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing
daerah' Di samping itu, dievaluasi juga aspek kalin yaitu keberhasilan dalam
penyeienggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan
yang diambil, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan
nasional dan dampak dari kebijakan daerah.le

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai
hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Dari hal ini
jelas bagi kita, betapapun luasnya ker.venangan yang dimiliki oleh suatu daerah,
dalam menyelenggarakan urusan pernerintahan tertentu, tetap ada hubungan
dengar1 pemerintah pusat dan perrrerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi
hubungan wewenang, keuangan, pelayarlan umum, pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya.2o

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu
wilayah secara khusus, namun disebutkan clalam Pasal18B ayat (1) bahwa,,,Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa )'ang diatur dengan undang-undang.,,zr selanjutnya,
pada a1'at (2) pasal,vang saota tcrcanturn kaliilat sebagai berikut. "|Jegara rnengakui
darr meughormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masil-r hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur clalam
undang-undang."

Menurut Bagir Manan, pokok-pokok pikiran ),ang terkandung dalam pasal 1g
UUD 1945 memuat dasar-dasar desentralisasi yang mencakup dasar- clasar
kerakyatan, dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan
asli, dasar negara berdasarkan asas hukum dan dasar kebhinnekaan. Di samping
itu, ditemukan pula dasar sistem rumah tangga daerah, bentuk hubungan antara
pusat dan daerah, serta mekanisme antara pusat dan daerah.22

r" Rozali Abdullah, Pelaksanaan otononi Ltta.r tlengan Pent/ihan Kepa/a Daerab ,fecara lzngangpT. Raja Grafindo
Persada, Jakar ta, 2005,hlm. 1 2- 1 3.

20 Ibid.,hlm.23.
2lPasal 188 UUD 1945.
22 Bagir N{anan , Hultnngan Antara Pusal Dar Daeralt [3ezl'tsarkan Asas Devntraiisasi Alenurut UUD l945,Disertasj,

Unpad, Bandr,rn, 1990, hlm. 376-379.
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Desentralisasi bukan rnerupakan sesuatu pilihan yang bebas nilai karena faktor

kepentingan turut mewarnai upaya mewujudkannya. Oleh karena itu, meletakkan

desentralisasi sebag aL panecea atau obat bagi semua penyakit dan masalah dalam

kenyataan sering tidak tercapai jika tidak dipersiapkan dengan desain dan

implementasi secara matang.23

Pemekaran daerah telah menjadi simbol otonomi daerah karena dengan

pemekaran akan muncul kewenangan baru, jabatan-jabatan baru, dana alokasi umum

baru, dana perimbangan baru, dana clekonsentrasi baru dan hal-hal lain sebagai

konsekuensinya. Pemekaran memairg tidak boleh diharamkan, tetapi pemekaran

yang tidak tepat telah menyebabkan inefisensi penggtlnaan keuangan negara'

Bagaimanapun, kekuatan keuangan negara untuk membiayai penyeienggaraan

pemerintahan memiliki keterbatasan,2a

Kebebasan dalam berotonomi tidak berarti tanpa pengawasan. Tidak boleh ada

sistem otonomi yang sama sekali meniadakan pengawasan. Kebebasan berotonomi

dan pengawasan merupakan dua sisi dari satu lembaran dalam berotonomi. Kedua

sisi ini menjaga keseimbangan bandul antara kecendrungan desentralisasi dan

sentralisasi yang dapat berayun berlebihan'5

Secara lebih khusus, UU Nomor 12 Tahun 2008 mengatur ketentuan mengenai

pembentukan daerah dalam Bab Ii tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan

Khusus. Dapat clianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga ter-masuk dalarn

ruang lingkup pembentukan daerah. UU Notnor 12 Tal-run 2008 menentukan bahr'r'a

pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan Undang-undang tersendiri.

Ketentuan ini tercantum daiam Fasai + ayat (1). I(emudian, ayat (2) pasal yang sama

menyebutkan sebagai berikut. "Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana

dimaksud. pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan rt'ilayah, batas, ibukota,

kewenangal menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala

daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegatvaian, pendanaan,

peralatan, dokumen, serta perangkat claerah."26

z, Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro, Desenhalisasi .\'ebagai Tindakan Ftndantetlal Untuk Mendorong

Periumhahan Ekoninii Nasional lan AIengurangi Kesenjangan Antar Daerah di Indonelia, Pidato Pengukuhan Guru Besat

Tetap Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,Jakarta,TS N{aret 2006, hlm 9.

2a Eko Prasojo, Peneintaban Potitik l-,oca/ tti Jerman dan Perancis, Salemba HumamLa, 
-f 
akarra, 2009' hlm xi'

25 BagrManan, A[enlongsongPfar Otononi Daerah, .FH UII, Yogyakarta, 200-l'

hlm. 39.
2n Pasal 4 UU Nomor 32Tahun2004.
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Legalisasi pemekaran r,t'ilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat

berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, "Pembentukan daerah dapat berupa

penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau
pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih." Dan ayat (4) menyebutkan,

"Pemekaran dari sdtu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penvelenggaraan

pemerintaharr."2T

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah

memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat

administratif yang -wajib dipenuhi nieliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/
kota dan bupati/r,r,'alikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi
bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi

dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten f kota, syarat administra-

tif vang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten /kota
dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur, serta

rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.28

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor
yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup a) Kemampuan ekonomi,

b) Potensi daerah, c) Sosial budaya, d) Sosial politik, e) Kependudukan, f) Luas

ciaerah, g) Pertahanan, h) Keamanail i) Faktor lain vang memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah.2e

Terakl'rir, syarat fisik yang dirnaksud harus meliputi paling sedikit lima
kabupaten /kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lirna kecamatan

untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota,

lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.30

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten /kota menjadi

dua daerah atau lebih.3i Pembentukan daerah pada dasarnl'a dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan publ;k guna nempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat selain sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu,
pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kemampuan

2r Pasal 4 UU Nomor 32Tahun2004.
28 Pasal 5 UU Nomor 32Tahun2004.
t'Il)id.
n lbid.
3' Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007
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ekonomi, potensi claerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari

aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta pertimbangan

dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan

mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.32

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyatakan Daerah dapat dihapus dan digabung

dengan daerah lain apabila daerah )'ang bersangkutan tidak mampu

menyelenggarakan otonomi daerah. Ayat (2) Penghapusan dan penggabungan

daerah otonorn dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan

pemerintahan d"aerah. Ayat (3)PeComan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Yang dipertegas dengan Pasal 7 ayat (1)

Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) beserta akibatnya ditetapkan dengair undang-undang. (2) Perubahan batas suatu

daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta

perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan

suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang

bersangkutan.

Usul pembentukan suatu daerah tidak dapat diproses apabila hanya memenuhi

sebagian persyaratan saja, seperti halnya sebagian besar usui-usul pembentukan

ciaerah sebelumirya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis atatr faktor

sejarah saja. Pembentukan daerah harus berrnanfaat bagi pembangunan nasional

pada ulxllmnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan daerah.33

P.akar Geografi, Friederich Ratzel, mengel.x:ukakan bahwa "kehidupan adalah

perjuangan untuk merebut ruang, semua bangsa harus mempunyai konsepsi ruang

yarrg berisi gagasan tentang batas-batas suatu wilayah". Dengan menelaah

pengertian dan pendapat Friederich Ratzel peneiusuran mengenai batas wltlfltr
ini menjadi penting dan bahkan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak.

Hal tersebut lebih penting lagi apabila dikaitkan dengan kedaulatans wilayah, baik

itu wilayah negara maupun daerah-daerah otonom yang saat ini banyak

32 SiswantoSu narno,Hukarn Perneinlaltan Daeralt di Indonesia, Sinar Graflka,Jakarta, 2006, hlm' 15'

11 ll)id., hlm. 17.
3a N{ahfud MD, Dasar dan .\'h'uktur Ketatanegaraan Indonesia,Rjneka Cipta,Jakarta,2001, hlm. 67.
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dipermasalahkan mengenai batas wilayah. Undang-undang tentang pemerintahan

daerah masih belum tegas mengatur mengenai penentuan batas daerah sehingga

masih memerlukan peraturan pelaksana lainnya yang khusus mengatur mengenai

batas daerah.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, batas

artinya pernisah dan wilayah,35 adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administrasif danf atau aspek fungsional. Sehingga batas wilayah adalah ruang

yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Batas rvilayah secara umum ciapat diartikan sebagai pemisah antara wilayah yang
satu dengan wilayah yang lain dalarrr suatu tempat tertentu,

Berkaitan dengan batas daerah sangat penting untuk diperhatikan agar

pengaturan mengenai batas daerah tidak bersifat tumpang tindih dan menimbulkan'
penafsiran yang beragam. Berkaitan dengan hal ini Kusnu,s berpendapat kebutuhan

akan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan integrasi menjadi sangat

diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan
hukum. Rudolf Stammler mengemukakan, suatu konsep fungsi hukum bahwa

tujuan dan fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan
kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan
nrasyarakat.sT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 201,2 tentang Pedoman

Penegasan Batas Daerah, mengatakan bahwa penegasan batas daerah adalah kegiatan

penetuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metcde

kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas

dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Sehingga seharusnya setiap daerah

yang baru dibentuk atau yang baru akan dimekarkan dalam undang-undang
pembentukan daerahnya khusunya dalam pasal mengenai batas daerahnya harus

sudah jelas peta batas wilayah yang dibuat dengan metode kartometrik.

Adapun tahapan hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam

menyelesaikan sengketa batas daerah adalah:

3.

35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Sinar Grafika ,Jakatta,2007,hIm.4.
s Kusnu Goeniadhie, Hannonisasi Hukunt dalam PerrpeklfPerandang-(Jnrlangaa,JP Books, Surabaya,2006, hlm.

1'Il.,ir/.,htm. 62.
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Penyelesaian menumt Undang-Unclang No. L2 Tahun 2008 dan Permendagri No.

76 Tahun 2012.

Pasal 198 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan bahwa apabila

terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/

kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud' Dan

apabila terjacli perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di

wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri

Dalam Negeri mer-ryelesaikan perselisihan dimaksud, serta keputusan tersebut

bersifat final.

Penyelesaian yang ditawarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini,

membutuhkan perangkat peraturan lain, yaitu mengenai tata cara di rnasing-masing

tingkat penyelesaian. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak ada batasan

penyelesaian dan bagaimana penyelesaian perselisihan itu dilakukan tetapi yang

diatur hanya siapa yarlg berwenang menyelesaikan sedangkan prosedurnya tidak

diatur.

Mengenai penentuan batas di darat dengan lengkap dan jelas diatur dalam

Pasal5 sampai Pasal 10 Permendagri No. 76 Tahun 2012.Pasal5 ayat (1) Permendagri

No. 76 tahun 2012 mengatakan bahn a: Penegasan batas daerah di darat sebagaimana

dirnaksud cialam Pasal 4, dilakukan melalui tahapan: a) penyiapan dokurnen; b)

l-relacakan batas; c) pengukuran clan Lrcnentuarr posisi batas; dan cl) pembuatan peta

batas. Selanjutnya Pasal penyiapan dokurnen sebagaimana dimaksud meliputi

penyiapan: a) peraturan perundang-undangan tentang pernbentukan daerah; b) peta

dasar; d,anf atau, c) dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi

yang disepakati para pihak.

. Sedangkan mengenai penentuan batas rvilayah di laut diatur dalam Pasal 1,1

sampai dengan 17 Permendagri No. 76 Tahun 2012. Dalam Pasal 11 ditegaskan bahwa,

penegasan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 rnerupakan

penentuan titik-titik batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah

provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan.

Selanjutnya, penegasan batas daerah di laut dilakukan secara kartometrik

dengan tahapan sebagai berikut: a) penyiapan dokumen; b) penentuan garis pantai,

c) pengukuran dan penentuan batas; dan d) penrbuatan peta batas daerah di laut.

Tahapan penegasan batas tersebut dilakukan melalui pengecekan lapangan dengan

prinsip geodesi dan hidrografi.
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Penentuan garis pantai dilakukan dengan cara mengidentifikasi peta dasar

dan/atau peta lain skala terbesar yangtersedia secara kartometrik. Selanjutnya dalam

Pasal 15 ayat (1) dikatakan bahwa pengukuran dan penentuan batas daerah di laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diukur dari garis pantai ke

arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan paling jauh12 (dua belas) mil
laut untuk provinsi danl,/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk

kabupaten /kota. Dalam ayat (2) Pengukuran dan penentuan batas daerah di laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a) batas antara dua

daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berdampingan, diukur
mulai clari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua daerah provinsi, daerah

kabupateu dan daerah kota ke arah laut lepas atau perairan kepulauan yang

ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak; b) batas antara dua daerah provinsi )'ang
saling berhadapan dengan jarak kurang dari24 mil laut diukur berdasarkan prinsip

garis tengah dan kabupaten /kota yang saling berhadapan mendap at1,/3 bagian dar.i

garis pantai ke arah garis tengah; c) batas antara dua daerah kabupaten dan daerah

kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurangdari1^2

(dua belas) mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten /kota
yang berhadapkan mendapatl/3 bagian dari garis pantai ke arah garis tengah; d)

batas daerah cli laut untuk pulau )'ang berada dalam satu daerah provinsi dan jarak'nya

lebih clari dua kali 12 mil laut, diukur secara melingkar dc.ngan lebar 12 mil laut.

Selanjutnya dalam Pasal 16 cliaiur mengenai tahapan pen-lbuatan peta batas di

laut sebagai berikut: a) pembuatan kerangka peta batas clengan skala dan inten,al

tertentu )'ang memuat minimal 1 (satu) segmen batas; b) melakukan kompilasi dan/
atau turunan dari peta dasar, peta lain,danf atau data citra; dan c) penambahan

infornrasi isi dan tepi peta batas.

Adanya penentuan batas daerah darat dan batas daerah laut secara tegas,

diharapkan setiap konflik yang timbul mengenai penentuan batas daerah sebagai

akibat dari pemekaran dapat terselesaikan dengan baik. Serta yang harus
diperhatikan dalam pembentukan ataupun pemekaran suatu daerah adalah

penentuan dengan tegas dan jelas mengenai batas-batas daerah yang dimekarkan

tersebut dengan daerah induk maupun dengan daerah lain yang langsung berbatasan

dengannya. Salah satu yang menonjol dari pelaksanaan kewenan$an otonomi itu
adalah persoalan Batas antar Pemda. Ternyata selama ini dalam pembentukan UU

Pemda klausul tentang batas han1,a disebutkan sebagai berbatasan dengan derah
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tetangganya. Misalnya di sebelah utara berbatasan dengan daerah " anrt"; di sebelah

selatan berbatasan clengan daerah " po1a7:(' dst. Sementara Peta lampirannya sendiri

hanya berupa skets dan lebih susah lagi ternyata sketnya sendiri dibuat tidak sesuai

dengan pembuatan sket peta yang benar.38

Permasalahan sengketa batas wilayah yang terjadi di Sumatera Selatan'

khususnya yang terjadi antara Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Musi

Rawas yang memperebutkan Kawasan Suban 4, Suban 5 dan Durian Mabuk' setelah

dilakukan pengukuran ulang di lapangan yang difasilitasi oleh Gubernur dan

disaksikan oleh tokoh masyarakat daerah Kabupaten Musi ll.awasa dan Kabupaten

Musi Banyuasin, berclasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2012kawasan itu masuk

dalarn wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin. Sengketa perebutan batas wilayah

yang terjadi pada 2010 dan 2011 karena pada waktu itu Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang pedoman penegasan batas daerah belum lahir, sehingga pemerintah

daerah setempat belum mempunyai dasar hukum untuk menentukan daerah y.ang

dipersengketakan masuk bagian daerah mana. Semua daerah yang dimekarkan di

Provinsi Sumatera Selatan sejak lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah sampai dengan sebelum lahirnya Permendagri No. 76 Tahun

2012 belum mempunyai kejelasan batasan daerah sebagaimana yang diatur clalam

Pernierrdagri.

Dalan'r Undang-Unclang No. 7 Tahur-i 2001 ientang Pen'rbentukan Kota Lubuk

Linggau (rnerupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rar'r''as) penyebutan batas

daerah hanya diatur sebagai berikut. Pasal 6 (1) Kota Lubuk Linggau mempunyai

batas-batas rvilayah: a. sebelah utara clengan Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu

Terawas Kabupaten Musi Rawas; b. sebelah timur dengan Kecamatan Tugumull'o

dan Kecamatan Muara Beliti Musi Ralvas; c. sebelah selatan dengan Kecamatan Muara

Beliti dan Propinsi Bengkulu; dan, d. sebelah barat dengan Propinsi Bengkulu'

Undang-Undalg No. 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Ernpat

Lawang dalam menyebutkan batas daerahnya sebagai berikut. Pasal 5 (1) Kabupaten

Empat Lawang mempunyai batas-batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan

Kecamatan Muara Beliti d.an Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas; b.

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kikim Barai,Kecamatan Kikim Tengah,

Kecamatan Kikim Selatan, dan Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat; c. sebelah selatan

441650.htm1. Diakses Pada tanggal 08 maret 2013 Pk' 10'09'
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berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sakti Kabupaten Lahatdan Kabupaten

Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu; dan d. sebelah barat berbatasan dengan

Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang dan
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Penyebutan batas daerah dan peta wilayah yang terlampir dalam undang-

undang tentang pembentukan daerah yang ada di Surnatera Selatan yang lahir
sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 20L2 belum

dilengkapi dengan penegasan batas wilayah sebagaimana diatur dalam Permendagri

tersebut, sehingga sangat rawan akan muncul kembali konflik apabila di daerah

yang menjadi perbatasan tersebut ditemukan potensi sumber daya alam. Seharusnya

setiap undang-undang tentang pembenttrkan daerah sudah harus dilengkapi dengan

batas wilayah yang sudah diatur secara tegas dan dilampiri peta wilayah yang jelas

dan bisa dibaca dengan menggunakan sistem kartometrik.

Partisipasi Masyarakat dalam Menyelesaikan sengketa Batas Daerah

Penyelesaian sengketa batas daerah akan lebih dapat berjalan efektif-efisien,
jika di dalamnya terdapat peranserta clan pemberdayaan masyarakat secara aktif.
Pemberciayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru
perr-rlrangutran, yakni yang bersifat "yteoptlc-cetttered (cliarahkan pada masl.arakat),

pnrticipotonT frartisipasi), clan sustninriltlc (kernampuan untuk hidup terus)" Charnbers3e.

Konsep ini lebih luas dari serLata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs)

atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (safttV

net). Sedangkan ciri-ciri pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka
pemberdayaan yaitu: 1) prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk
memenuh; kebutuhan masyarakat harus diletakkan pada rnasyarakat sendiri; 2)

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengeloia dan memobilisasikan
sumber-sumber yang ada untuk rnencukupi kebutuhannya;3) mentoleransi variasi

lokal, sehingga sifatnya amat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal; 4)

menekankan pada proses social leantirtg;5) Proses pembentukan jaringan antara

birokrasi dan LSM, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiriaO.

re Tri Winarni,Oientasi Penbanganan A[ag'arukal De:a Afen1'ongsongAbad 2/, Menaju PenberdEaan Pe/alanan
Alagarakat, Fisipol LIGI\,I, ,{dirya lVedia, Yogl,akarta, 1998, hlm. 73.

o" IVoel\'2116, PolitikPeubanganan .lehaab Ana/i.cit, Arah dan .\'lrategi, P.T. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta,
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Definisi partisipasi clalam pembahasan ini diartikan sebagai partisipasi

masyarakat dalam pembangunan khusunya pelibatan masyarakat secara aktif dalam

menyelesaikan sengketa batas claerah yang terjadi di daerahnya yang

diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan masyarakat mengambil sebagian

kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan masyarakat mendapatkan

manfaat atau keuntungan clari pembangunan tersebut. MenurutJennifer-Mc Cracken-

Deepa,al menjelaskan bahwa partisipasi merupakan ploses dimana pihak-pihak

yang terlibat mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan, keputusan

dan sumber-sumber yang mempengartrhi mereka. Partisipasi memiliki sisi yang

berbeda, bermula dari pernberian informasi dan metode konsultasi sampai dengan

mekanisme untuk berkolaborasi dan pemberdayaan yang nemberi peluang bagi

stakclnlder untuk lebih memiliki pengan'rh dan kendali'

Partisipasi merupakan suatu konsep yang rnerujuk pada keikutsertaan

seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan harus didasari

oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang'

pengertian partisipasi menurut Sutartoa2 adalah turut sertanya seseorang baik secara

langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada

proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana

keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan tanggung je'rwab

untuk melaksanakan hal tcrsebut.

Beptuk partisipasi lain yang lebih lengkap dikeinukakan oleh Bryan dan White

dalam Ndrahal3 di samping ad.a partisipasi dalam pengambilan keputusan dan

pelaksanaan juga terdapat uartisipasi untuk pemanfaatan suatu proyek' Selain

pendapat tersebut di atas, Simanjuntak,s mengemukakan pendapat bahwa dalam

menggerakkan partisipasi masyarakat perlu adanya klasifikasi dari partisipasi

tersebut. Selanjutnya d.ikatakan Bryan dan lVhite dalam Ndrahaas bahwa partisipasi

ciapat berbentuk: a. Partisipasi buah pikiran. b. Partisipasi harta dan uang. c'

Partisipasi tenaga atau gotong-royong. d. Partisipasi sosial. e. Partisipasi masyarakat

dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten.

ar 
Jennifer Rietbergen, Mc Cracken, Deepa Nanyan,Participation And .losial Assessntent T'oolt And Techniquu'

\Washington DC: The Worid Bank, 1998' hlm. 126'
i' Sut^tto,Doror-dasar Organisasi,UGN{ Press, Yogyakarta, 1980, hlm' 125'

a, Ndraha, Taliziduhu, Partisipa.ri Dalaru Pettbangunan,LP3ES,Jakarta, 1 983, hlm. 17.

aa Simanj unta k, Per$c ktf Pem ba ngt na n, CV' I{asagun g, Jakarta, 1 982' hlm' 56

oi Ndraha, OP..i/, hlm. 23.
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Jadi partisipasi adalah juga berfungsi dari manfaat disamping pengorbanan

ataupun resiko, Berbicara masalah partisipasi, berarti akan selalu berkait dengan

upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam

berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut

merupakan energi yang mendorong bergeraknya roda pembangunan atau kegiatan

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik

secara Perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan

keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan

masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun diluar lingkungan masyarakat

atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab, demikian antara lain yang dijelaskan

Soelaimarta6. Secara konseptual partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan

pembangunan masyarakat, dengan dernikian ia berfungsi sebagai penggerak dan

pengarah proses perubahan sosial.

Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan,

melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Karena

partisipasi merupakar-r kerjasama maka dalam definisi ini tidak diasumsikan bahwa

subsistem disubordinasikan oleh suprasistem dan subsistem adalah sesuatu yang
pasif dari suatu sistem pernbangunan. Subsistenr dalam konteks partisipasi ini
diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam

Proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan. Definisi inilah

)'ang berlaku sccara universal tentang partisipasi{7.

Guna memahami tahap-tahap partisipasi disini tlikemukakan oleh Ndrahaas

n:rengetengahkan enam tahap partisipas i,yaitu(1) Partisipasi melalui kontak dengan

pilrak lain (contact change) sebagai,salah satu titik awal perubahan sosial, (2)

Partisipasi dalam memperhatikan/ menyerap dan memberi penilaian terhadap

informasi baik menerima maupun menolak, (3) Partisipasi dalam perencanaan

pembangunan termasuk pengambilan keputusan, (4) Partisipasi dalam pelaksanaan

operasional pembangunan, (5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan

mengembangkan hasil pembangunan, (6) Partisipasi dalam menilai pembangunan

sejauir mana kesesuaian dengan rencana. Lebih ringkas pendapat tersebut

on Soelaiman, Holtl, Paftitipai tr4aslarakat Dalan Penbanganat Berencana, BSSV{ Bandung, 1985, hlm. 6.
a' Soetrisno, Loekman, Alenla Magarakat Parlisiparl Kanisius, J akana,2004,hlm.201 .

a* Ibitl.,hlm. 103.



620 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO.4 VOL, 20 OKTOBER 2013: 602 -623

dikemukakan oieh Ericson sebagaimana di kutip oleh Slamet,ae mengemukakan

tiga penilaian masyarakat tentang partisipasi, yaitu: (1) Partisipasi dalam tahap

perencanaan (Idea Planning Stage), (2) Partisipasi dalan tahap pelaksanaau

(Implemantntion Stage) dan (3) Partisipasi di dalam tahap pemanfaatan (Utiltzation

Stage).

Dari pemaparan teori dan jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan

tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pelibatan partisipasi masyarakat

secara aktif dalam menyelesaikan sengketa batas daerah sangat diperlukan mulai

dari tahapan rencana pemekaran daerah yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor

78 Tahun 2007 cliatur bahwa aspirasi yang disampaikan secara tertulis yang dituangkan

dalam keputusan badan perwakiJ.an desa dan forum komunikasi kelurahan, sampai

denganpembentukanundang-undang tentang daerahyangakan dimekarkan tersebut,

terutama masyarakat yang berada daerah yang akan dimekarkan.

Penutup

Strategi hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menyelesaikan

sengketa batas daerah yangterjadi sebagi akibat dari pemekaran daerah adalah 1)

sengketa batas daerah diselesaikan menurut undang-undang tentang pemerintahan

claerah dan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan

2) penyelesaian scngketa batas claerah dapat diselesaikan melalui mahkamah

konstitusi sebagai. sarana terakhir jika semua tahapan yang telah dilalui dalam

undang-undang pemerintahan ciaerah dan permerrdagri No. 76 Tahun 2012 telah

dilalui.

Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan sengketa batas

daerah hendaknya dimulai ketika wacana pemekaran suatu daerah baiu

dimunculkan sampai dengan tahapan pembentukan undang-undang tentang

pembentukan daerah baru yang akan dimekarkan selesai dibentuk atau disahkan,

karena masyarakat daerahlah yang mengetahui secara pasti tentang kondisi daerah

mereka, dan masyarakatlah yang paling dirugikan ketika konflik batas daerah

terjadi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disarankan hal-hal sebagai

berikut: Sebelum pemekaran suatu daerah dilakukan, hendaknya penentuan batas

ae Slamet, Op.Cit, hlm. 89.
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daerah secara pasti dilapangan sudah harus dilakukan dengan sistem kartografis

dan penyebutan batas daerah harus disebutkan dengan pasti sehingga bisa dibaca

dalam peta serta harus disertai sket peta yang digambarkan dengan jelas dalam

lampiran undang-undang tentang pernbentukan daerah yang dimekarkan. Hal yang

tidak kalah pentingnya adalah pelibatan masyarakat daerah setempat secara aktif

dalam penetuan batas wilayah yang akan dimekarkan dalam setiap tahapan.
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